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Abstract 

This research aims to examine the basic reasons for the judge's consideration of 

granting marriage isbat requests to unregistered polygamists. Is it appropriate for 

a judge to grant a request for isbat for a polygamous marriage that has not yet 

completed the administrative requirements. Types of normative legal research with 

a statutory approach. The results of the research show that the judge's 

consideration in the Religious Court Decision Number 161/PDT.G/2014/PA.TLG 

in granting the request for isbat marriage to polygamy was correct, but the judge 

ignored the administrative requirements that must be fulfilled by applicants for 

marriage isbat. In terms of procedures, there is no difference between polygamous 

marriage isbat and non-polygamous marriage isbat. However, the polygamy 

agreement has additional conditions. For this reason, Religious Court judges in 

their considerations must look at the fulfillment of these additional conditions as a 

basis for granting a request for marriage isbat for polygamy. 

 

Keywords: Polygamy; Ratio decidendi; Unregistered marriages. 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan mengkaji alasan mendasar pertimbangan hakim 

mengabulkan permohonan isbat nikah pada poligami yang tidak tercatat.  Pantaskah 

hakim mengabulkan permohonan isbat nikah poligami yang belum melengkapi 

syarat administratif. Jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hakim dalam 

Putusan Pengadilan Agama Nomor 161/PDT.G/2014/PA.TLG mengabulkan 

permohonan isbat perkawinan poligami sudah tepat, namun hakim  mengabaikan 

syarat administrasi yang harus dipenuhi pemohon isbat perkawinan. Dari segi tata 

cara, tidak ada perbedaan antara  isbat nikah poligami dan isbat nikah non poligami 

. Namun, isbah poligami terdapat syarat-syarat tambahan. Untuk itu,  hakim 

Pengadilan Agama dalam pertimbangannya harus melihat terpenuhinya syarat-

syarat tambahan tersebut sebagai dasar dikabulkannya permohonan isbat nikah 

untuk poligami. 

 

Kata Kunci : Poligami; Pertimbangan Hakim; Perkawinan tidak dicatatkan. 
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Pendahuluan 

       Peirkawiinan adalah suatu hak asasii yang diijamiin dalam Pasal 28b ayat (1) 

Peirubahan UUD 1945 dan keimudiian dalam tataran praktiisnya diiatur dalam 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 teintang Peirkawiinan keimudiian diiseibut 

Undang- Undang Peirkawiinan (UUP) yang seilanjutnya diiadakan peirubahan pada 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.1 Dalam Pasal 1 UUP, diinyatakan bahwa 

“Peirkawiinan meirupakan iikatan lahiir dan batiin antara seiorang waniita deingan 

seiorang priia seibagaii suamii iistrii deingan tujuan meimbeintuk rumah tangga yang 

bahagiia dan keikal beirdasarkan Keituhanan Yang Maha Eisa”. 1 Deingan deimiikiian, 

peirkawiinan adalah suatu akad yang seicara keiseiluruhan aspeiknya diikandung 

dalam kata niikah atau tazwiij dan meirupakan ucapan seireimoniial yang sakral.2 

Dalam KHIi Pasal 2 diinyatakan bahwa peirkawiinan adalah peirniikahan, yaiitu akad 

yang sangat kuat atau miitssaqan ghaliidzan untuk meintaatii peiriintah Allah dan 

meilaksanakannya meirupakan iibadah. 

Asas peirkawiinan dalam Iislam adalah monogamii. Hal iinii diifiirmankan Allah 

dalam surat An-Niisa’ ayat (3), keindatii Allah SWT meimbeirii     peiluang untuk beiriisteirii 

sampaii eimpat orang, teitapii peiluang iitu diiseirtaii oleih syarat yang seibeinarnya 

cukup beirat untuk diitunaiikan keicualii oleih orang- orang teirteintu saja.2 Hal iinii 

seijalan deingan apa yang diiatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUP bahwa, pada asasnya 

seiorang                       priia hanya boleih meimpunyaii seiorang iisteirii dan seiorang waniita hanya 

boleih meimpunyaii seiorang suamii. Bagii suamii yang iingiin poliigamii artiinya tiidak 

beirpeigang pada Pasal 3 ayat (1) diibeiriikan jalan keiluar oleih ayat (2), bahwa, 

Peingadiilan dapat meimbeirii iiziin keipada seiorang suamii untuk beiriisteirii leibiih darii 

seiorang apabiila diikeiheindakii oleihpiihak-piihak yang beirsangkutan, yaiitu suamii 

iisteirii. 

Asas monogamii yang diianut dalam UUP adalah asas monogamii teirbuka, 

yang artiinya tiidak beirsiifat mutlak beirbeida deingan asas monogamii yang diianut 

 
     1 Selanjutnya disebut UUP 

     2 Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, Poligami Dalam Hukum Islam  Dan 

Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama, Jurnal 

Privat Law, Vol. III No. 2, Desember 2015, h. 101. 
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dalam Burgeirliijk Weitboeik (Kiitab Undang-Undang Hukum Peirdata) yang beirsiifat 

mutlak yang teirdapat dalam Pasal 27 . Diianutnya asas monogamii tiidak mutlak iinii 

dapat diiliihat darii rumusan Pasal 3 ayat 2, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat 1 UUP. Jiika 

seiorang suamii heindak beirpoliigamii wajiib meingajukan peirmohonan kei Peingadiilan 

Agama daeirah teimpat tiinggalnya, dan peingadiilan dapat meimbeiriikan iiziin keipada 

seiorang suamii untuk beiriistrii leibiih darii satu (poliigamii), deingan syarat dan 

keiteintuan beirlaku dii Pasal 4 ayat (2), apabiila: (a) iistrii tiidak lagii dapat meinjalankan 

keiwajiibannya; (b) iistrii meindapat cacat badan atau peinyakiit yang tiidak  dapat 

diiseimbuhkan; (c) iistrii tiidak dapat meilahiirkan keiturunan.  

Seilaiin alasan teirseibut, Pasal 5 ayat  (1)  meimbeirii jalan bagii suamii yang 

akan beirpoliigamii, bahwa peingadiilan dapat meingeiluarakan iiziin poliigamii 

teirhadap seiorang suamii apabiila dapat meimeinuhii syarat-syarat beiriikut iini i: (1) 

adanya peirseitujuan darii iistrii/ iistrii-iistrii; (2) adanya keipastiian bahwa suamii mampu 

meinjamiin keipeirluan-keipeirluan hiidup iistrii-iistrii dan anak-anak meireika; 

( 3 ) adanya  jamiinan bahwa suamii dapat beirlaku adiil teirhadap iistrii-iistrii dan anak-

anak meireika.  

Kasus yang meinjadii studii dalam peineiliitiian iinii adalah Putusan Peingadiilan 

Agama Nomor 161/PDT.G/2014/PA.TLG. Kasus yang teirdapat dalam putusan 

iinii teintang peirmohonan iisbat niikah diiajukan seiorang suamii yang teilah  meilakukan 

peirkawiinan poliigamii yang tiidak diicatatkan dii Kantor Urusan Agama (KUA). 

Peirkawiinan beirlangsung tanpa diikeitahuii dan tiidak ada iijiin darii iisteirii peirtama  

Hasiil darii peirkawiinan iitu diipeiroleih seiorang anak. Seiteilah lahiir anak dalam 

peirkawiinan iitu, suamii keimudiian meingajukan peirmohonan iisbat niikah kei 

peingadiilan agama deingan maksud agar seigala keipeintiingan anak dalam 

hubungannya deingan leigaliitas iideintiitas anak akan teirpeinuhii. Dengan adanya aktei 

iisbat niikah seigala urusan admiiniistratiif anak, aktei keilahiiran, peindiidiikan meinjadii 

teirdata dan leigal. Syarat sahnya peirkawiinan  poliigamii seilaiin harus meimeinuhii 

syarat-syarat yang diiteintukan seicara syariiat, terdapat syarat tambahan yang 

terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UUP,  dan kedua syarat iitu seimua harus diilakukan 

seibeilum teirjadiinya poligami, akan teitapii hal iitu beilum diilakukan oleih suamii. 

Dalam Putusan iitu, peirmohonan iisbat niikah suamii diikabulkan oleih hakiim 
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Peingadiilan Agama Taliiwang, padahal aspeik leigaliitas dan peirsyaratan iiziin 

poliigamii darii Peingadiilan Agama beilum diipeinuhii peimohon.  

Penelitian ini berbeda dari penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya, ada 

dua penelitian yang mendasari penelitian ini yaitu penelitian isbat nikah yang 

dilakukan oleh Hafidz Nugroho dan Imelda Martinelli terhadap Putusan PA 

Nomor 1478/Pdt.G/2016. Penelitian ini fokus pada akibat hukum terhadap status 

anak dan hak-hak anak atas penolakan isbat nikah oleh PA karena tidak mendapat 

ijin dari isteri sebelumnya.  Akibat hukumnya anak tidak mendapat status hukum 

dan hak-hak mereka tidak mendapat perlindungan hukum.3 Penelitian lain terkait 

isbat nikah poligami yang menginspirasi dilakukan oleh Salman Abdul Mutholib 

tentang Pengesahan isbat nikah poligami studi Putusan Nomor 

130/Pdt.G/2020/Ms.Bna, dimana hakim mengabulkan permohonan isbat nikah 

dengan pertimbangan telah terpenuhi syarat sahnya perkawinan Pasal 2 ayai (1) 

UUP  dan syarat administratif  Pasal 5 ayat (1) UUP, namun secara yurudis 

putusan itu bertentangan dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 dan SEMA Nomor 3 

Tahun 2018.4  Oleh karena permohonan isbat nikah itu diajukan setelah terbitnya 

SEMA Nomor 3 Tahun 2018, maka secara yuridis putusan Hakim bertentangan 

dengan SEMA. Pasca terbitnya SEMA ini ada dua pandangan hakim dalam 

menyikapi SEMA, bagi hakim yang bersikap tekstual akan sulit untuk 

mengabulkan perkara isbat poligami, namun bagi hakim yang bersikap 

kontekstual akan lebih mudah untuk mengabulkan perkara karena memiliki 

pertimbangan sendiri dalam mengabulkan perkara.5 

Darii uraiian latar beilakang iinii teirdapat iisu hukum yang berbeda dari penelitian 

sebelumnya, yakni apakah sama syarat yang harus dipenuhi permohonan iisbat 

niikah poligami dengan isbat nikah bukan poligami. Sebagai kajian dilakukan studi 

 
3 Hafidz Nugroho dan Imelda Martinelli, Akibat Hukum Penolakan Permohonan Itsbat 

Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Para Pihak yang melakukan Nikah Siri ( Studi Putusan 

Nomor: 1478/Pdt.G/2016/PAJT), Jurnal Hukum Adigama, Vol.1 Nomor 2, 2018, .hal. 23  
4 Salman Abdul Muthalib, Pengesahan Isbat Nikah Poligami Kajian Putusan Nomor 

130/Pdt.G/2020/Ms. Bna, Jurnal Hukum Keluarga El Usrah, Vol.5, No. 2, (2020), hal 39 
5 Royana Latif, Sofyan AP. KauAs-Syams, Progresivitas Hakim Terhadap Perkara Isbat 

Nikah Poligami Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo (Analisis Tentang Putusan Isbat 

Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018): Journal Hukum Islam 

Vol. 2, No. 1. Februari 2021, hal. 136 
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kasus Putusan PA Nomor 161/PDT.G/2014/PA.TLG apakah sudah tepat putusan 

hakim mengabulkan permohonan isbat nikah poligami tersebut? 

 

Metode Penelitian 

       Jeiniis  peineiliitiian  yang  diigunakan  dalam  peineiliitiian  iinii adalah  peineiliitiian 

hukum  normaltiif deingan peindeikatan peiraturan peirundang-undangan (statutei 

approach), yaiitu deingan meineilaah peiraturan peirundang-undangan dan reigulasii 

yang beirsangkut paut deingan iisu hukum yang diiteiliitii. Nantiinya hasiil darii teilaah 

iitu meirupakan suatu peindapat untuk meimeicahkan masalah yang seidang diiteiliitii. 

Seilaiin meinggunakan peindeikatan peirundang-undangan juga akan diilakukan studii 

teirhadap kasus darii putusan Peingadiilan Agama Nomor 161/PDT.G/2014/PA.TLG 

teintang peirmohonan iisbat niikah peirkawiinan poliigamii yang tiidak teircatat diimana 

kajiian teirkaiit dasar  hukum dan alasan peirtiimbangan hakiim meingabulkan 

peirmohonan iisbat niikah peimohon. Peindeikatan peirundang-undangan diilakukan 

teirhadap UUP, KHIi, Buku IiIi Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi  

Peradilan Agama  (selanjutnya disebut Buku II ) serta SEiMA Nomor 3 Tahun 2018 

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 

Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ( selanjutnya 

disebut SEMA Nomor 3 Tahun 2018) 

 

Hasil dan Pembahasan 

Iisbat Niikah Dalam Tataran Hukum Posiitiif dan Hukum Iislam 

        Meinurut bahasa iitsbat niikah teirdiirii darii dua kata yaiitu kata “iitsbat” yang 

meirupakan masdar atau asal kata darii “atsbata” yang meimiiliikii artii “meineitapkan”, 

dan kata “ niikah” yang beirasal darii kata “nakaha” yang meimiiliikii artii “saliing 

meiniikah”, deingan deimiikiian kata “iitsbat niikah” meimiiliikii artii yaiitu “peineitapan 

peirniikahan”6. Jadii Iitsbat niikah adalah peingeisahan atas peirkawiinan yang teilah 

diilangsungkan meinurut syariiat agama Iislam, akan teitapii tiidak diicatat oleih Kantor 

Urusan Agama (KUA).  

 
     6 Ahmad Warsono Munawir ,Al–Munawir Kamus Arab-Indonesia, hal. 145. 
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         Dalam keiweinangan Peingadiilan Agama/Mahkamah Syar’iiyah, iisbat niikah 

bukan meirupakan peirkara biiasa tapii peirkara voluntaiir. Peirkara voluntaiir adalah 

jeiniis peirkara yang hanya ada piihak peimohon saja, tiidak ada piihak lawan dan tiidak 

ada seingkeita. Oleih kareina iitu, iia tiidak diiseibut   seibagaii peirkara seibab peirkara 

(conteintiious) iitu meingharuskan adanya lawan dan obyeik yang diiseingkeitakan. 

Oleih kareina iia bukan peirkara, maka suatu peingadiilan tiidak beirweinang untuk 

meingadiiliinya. Namun deimiikiian, pasal 5 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 teintang 

Keikuasaan Keihakiiman meineintukan bahwa suatu peingadiilan beirweinang 

meinyeileisaiikan peirkara yang tiidak meingandung seingkeita apabiila ada keiteintuan 

dan peinunjukan oleih undang-undang. Peirkara yang diimaksud adalah: 

a) Peirmohonan iisbat niikah (peinjeilasan pasal 49 ayat (2) huruf (a) angka 22 UU 

Nomor 7 tahun 1989teintang Peiradiilan Agama); 

b) Peirmohonan iiziin niikah (pasal 6 (5) UU Nomor 1 tahun 1974); 

c) Peirmohonan diispeinsasii kawiin (pasal 7(2) UU Nomor 1 tahun 1974); 

d) Peirmohonan peineitapan Walii Adhal (pasal 23 (2) KHIi); 

e) Peirmohonan peineitapan Ahlii Wariis (peinjeilasan pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 

2006). 

 

        Khusus meingeinaii iisbat niikah yang meinjadii pokok peimbahasan, landasan 

yuriidiisnya adalah peinjeilasan pasal 49 ayat (2) angka 22 darii Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989. Namun deimiikiian, undang-undang teirseibut dan PP              Nomor 9 

Tahun 1975 tiidak meimbeiriikan riinciian seicara jeilas teintang iisbat niikah, keimudiian 

muncul peiraturan Meinteirii Agama (Permenag) Nomor 3 tahun 1975 diidalam pasal 

39 ayat (4) meineintukan bahwa jiika Kantor Urusan Agama (KUA) tiidak dapat 

meimbuatkan Dupliikat Akta Niikah kareina catatannya teilah rusak atau hiilang atau 

kareina seibab laiin, maka untuk meineitapkan adanya niikah, talak, ceiraii maupun 

rujuk, harus diibuktiikan deingan keiputusan (beirupa peineitapan) Peingadiilan 

Agama.7 Akan teitapii, hal iinii beirkaiitan deingan peirniikahan yang diilaksanakan 

seibeilum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bukan teirhadap                   peirkawiinan yang 

 
7 Permenang Nomor 3 Tahun 1975 Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah Dan Tata Kerja 

Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan UU Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam 
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teirjadii seisudahnya. 

       Peingaturan meingeinaii iitsbat niikah juga diiatur dalam Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung RI (MARI) Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, isbat nikah adalah pengesahan 

atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan 

tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.8  

Para pihakyang beirhak meingajukan peirmohonan iisbat niikah terdapat dalam Pasal 

7 ayat (4) KHIi, yakni,  

1) Suamii atau iistrii 

2) Anak-anak meireika 

3) Walii Niikah 

4) Piihak-piihak yang beirkeipeintiingan dalam peirkawiinan iitu. 

       Seilanjutnya meingeinaii proseidur peingajuan iisbat niikah yang diiajukan kei 

Peingadiilan Agama meimiiliikii beibeirapa beintuk antara laiin : 

1) Beirsiifat volunteiiir (peirkara yang piihaknya hanya teirdiirii darii Peimohon saja, 

tiidak ada piihak Teirmohon):  

a) Jiika peirmohonan diiajukan oleih suamii dan iistrii seicara beirsama-sama; 

b) Jiika peirmohonan diiajukan oleih suamii/iistrii yang diitiinggal matii oleih 

suamii/iistriinya, seidang Peimohon tiidak meingeitahuii ada ahlii wariis laiinnya 

seilaiin diia. 

2) Beirsiifat konteinsiius, (peirkara yang piihaknya teirdiirii darii Peimohon meilawan 

Teirmohon atau Peinggugat meilawan Teirgugat): 

a) Jiika peirmohonan diiajukan oleih salah seiorang suamii atau iistrii, deingan 

meindudukkan suamii atau iistrii seibagaii piihak Teirmohon; 

b) Jiika peirmohonan diiajukan oleih suamii atau iistrii seidang salah satu darii 

suamii iistrii teirseibut masiih ada hubungan peirkawiinan deingan piihak laiin, 

maka piihak laiin teirseibut juga harus diijadiikan piihak darii peirmohonan 

teirseibut; 

c) Jiika peirmohonan diiajukan oleih suamii atau iistrii yang diitiinggal matii oleih 

 
8 Meita Djohan Oe, Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di 

Indonesia, Jurnal Pranata Hukum Volume 8 No 2 Juli 2013, hal. 139 
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suamii           atau iistriinya, teitapii diia tahu ada ahlii wariis laiinnya seilaiin diia; 

d) Jiika peirmohonan diiajukan oleih walii niikah, ahlii wariis atau piihak laiin yang 

beirkeipeintiingan. 

       Pada dasarnya keiweinangan peirkara iitsbat niikah bagii Peingadiilan Agama dalam 

seijarahnya adalah diipeiruntukkan bagii meireika yang meilakukan peirkawiinan 

diibawah tangan seibeilum diibeirlakukannya Undang-Undang Peirkawiinan. Jo. 

Peiraturan Peimeiriintah No. 9 Tahun 1975 (peinjeilasan pasal 49 ayat (2), jo. Pasal 64    

UUP, namun keiweinangan iinii beirkeimbang dan diipeirluas deingan  diipakaiinya 

keiteintuan Kompiilasii Hukum Iislam (KHIi) Pasal 7 ayat 2 dan 3, dalam ayat (2) 

diiseibutkan: “Dalam hal peirkawiinan tiidak dapat diibuktiikan deingan akad niikah, 

dapat diiajukan iitsbat niikahnya kei Peingadiilan Agama.” 

       Pada Pasal 7 ayat (3) beirbunyii: iitsbat niikah yang dapat diiajukan kei Peingadiilan 

Agama teirbatas meingeinaii hal-hal yang beirkeinaan deingan: 

a) Adanya peirkawiinan dalam rangka peinyeileisaiian peirceiraiian 

b) Hiilangnya Akta Niikah 

c) Adanya keiraguan teintang sah atau tiidaknya salah satu syarat peirkawiinan. 

d) Adanya peirkawiinan yang teirjadii seibeilum beirlakunya UU No. 1 Tahun 1974 

e) Peirkawiinan yang diilakukan oleih meireika yang tiidak meimpunyaii halangan   

peirkawiinan meinurut Undang-Undang Peirkawiinan 

 

       Seilaiin UUP dan KHIi seibagaii landasan yuriidiis peirkawiinan, teirdapat peiraturan 

peilaksanaan laiin yang diigunakan dalam praktiik hukum oleih hakiim adalah Buku IiIi 

teintang Peidoman Peilaksanaan Tugas dan Admiiniistrasii Peiradiilan Agama. 

Keiteintuan yang teirdapat dalam Buku IiIi teirseibut seilama iinii juga meirupakan 

peidoman teikniis yustiisiial yang harus diilaksanakan oleih Peingadiilan Agama dalam 

meinanganii peirkara teirmasuk yang beirhubungan deingan peirmohonan iisbat niikah 

baiik yang diiajukan seicara voluntaiir9 maupun conteintiius10 

 
     9 Permohonan isbat nikah secara voluntair apabila diajukan oleh kedua suami isteri sebagai     

pemohon. Produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat 

nikah, maka suami dan isteri bersama-sama, atau suami, isteri masing-masing dapat mengajukan 

upaya hukum kasasi, hal.144. 

     10 Permohonan isbat nikah secara contentius, apabila diajukan oleh salah seorang suami atau 

isteri dengan mendudukan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak 
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Meingeinaii peirmohonan iisbat niikah dalam Buku IiIi diinyatakan bahwa,  

(1) peirkawiinan teirseibut keipada Peingadiilan Agama/ Mahkamah Syar’iiyah 

dalam wiilayah hukum peimohon beirteimpat tiinggal, dan peirmohonan iisbat 

niikah harus diileingkapii deingan alasan dan keipeintiingan yang jeilas seirta 

konkriit. 

(2) Proseis peimeiriiksaan peirmohonan iisbat niikah yang diiajukan oleih keidua 

suamii iisteirii beirsiifat voluntaiir, produknya beirupa peineitapan. Jiika iisii 

peineitapan teirseibut meinolak peirmohonan iisbat niikah, maka suamii dan 

iisteirii beirsama-sama, atau suamii, iisteirii masiing-masiing dapat meingajukan 

upaya hukum kasasii. 

(3) Proseis peimeiriiksaan peirmohonan iisbat niikah yang diiajukan oleih salah 

seiorang suamii atau iisteirii beirsiifat konteinsiius deingan meindudukan iisteirii 

atau suamii yang tiidak meingajukan peirmohonan seibagaii piihak teirmohon, 

produknya beirupa putusan dan teirhadap putusan teirseibut dapat diiajukan 

upaya hukum bandiing dan kasasii. 

(4) Jiika dalam proseis peimeiriiksaan peirmohonan iisbat niikah dalam angka (2) 

dan (3) teirseibut dii atas diikeitahuii bahwa suamiinya masiih teiriikat dalam                  

peirkawiinan yang sah deingan peireimpuan laiin maka iisteirii teirdahulu teirseibut 

harus diijadiikan piihak dalam peirkara. Jiika peimohon tiidak mau meirubah 

peirmohonannya deingan meimasukkan iisteirii teirdahulu seibagaii piihak, 

peirmohonan teirseibut harus diinyatakan tiidak dapat diiteiriima.  

 

       Siikap Peingadiilan Agama dalam hal iinii, deingan beirpeidoman pada keiteintuan 

yang teirdapat dalam Buku IiIi, Peingadiilan Agama dalam meinanganii peirkara 

peirmohonan iisbat niikah poliigamii atas dasar niikah tiidak diicatat (siirii) yang diiajukan 

keipadanya masiih diimungkiinkan untuk meineiriima dan meingabulkannya, seitiidak-

tiidaknya seicara kasuiistiik yaknii antara laiin teirhadap peimohonan iisbat niikah atas 

dasar niikah tiidak teircatat yang diiajukan seicara conteintiius deingan meindudukan 

 
termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum 

banding dan kasasi, hal.144 
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seimua piihak beirkeipeintiingan seibagaii piihak dalam peirmohonannya. Deingan 

deimiikiian seijauh iinii keiteintuan teikniis yustiisiial yang teirdapat dalam Buku IiIi teirseibut 

masiih teitap dapat diipeidomanii dan diilaksanakan oleih Peingadiilan Agama dalam 

meinanganii peirkara peirmohonan iisbat niikah poliigamii atas dasar niikah tiidak 

diicatatkan (siirii) teirseibut. 

       Seidangkan hasiil rapat pleino Kamar Peradilan Agama diimaksud teirmuat dalam 

SEiMA Nomor 3 Tahun 2018 yang meinyatakan bahwa, “untuk meinjamiin 

keipeintiingan anak dapat diiajukan peirmohonan asal     usul anak”. Pertama, 

Peingadiilan Agama tiidak boleih dan tiidak diibeinarkan meineiriima dan meingabulkan 

suatu peirmohonan iisbat niikah poliigamii atas dasar niikah siirii meiskiipun deingan 

alasan untuk keipeintiingan anak, dan Kedua, teirhadap  anak darii peirniikahan poliigamii 

orang tuanya yang diilakukan seicara siirii teirseibut dapat diiajukan peirmohonan asal 

usul anak, deimii meinjamiin keipeintiingan hukum anak teirseibut. Oleih seibab iitu, dalam 

SEiMA Nomor 3 Tahun 2018 iinii deingan teigas meinyatakan bahwa  “Peirmohonan 

iisbat niikah poliigamii atas dasar niikah tiidak teircatat meiskiipun deingan alasan untuk 

keipeintiingan anak harus diinyatakan tiidak dapat diiteiriima (niieit ontvankeiliijkei 

veirklaard). 

       Pada tiitiik iiniilah seiolah-olah teirdapat kontroveirsii atau kontradiiksii kareina 

seiolah-olah dii satu siisii meimutuskan agar peirniikahan poliigamii atas dasar niikah siirii 

tiidak boleih diisahkan. Seimeintara dii siisii lain, diiboleihkan meingajukan peirmohonan 

asal usul anak darii peirniikahan poliigamii tiidak teircatat teirseibut. Seihubungan deingan 

hal iitu meiskiipun keidua aturan teikniis teirseibut tampak kontradiiksii, bagii hakiim 

Peingadiilan Agama dalam hal iinii tiidak peirlu meimpeirteintangkan antara rumusan 

hasiil rapat pleino Kamar Agama dalam SEiMA  Nomor 3 Tahun 2018 teirseibut 

deingan keiteintuan yang teirdapat dalam Buku IiIi yang beirlaku atas dasar Keiputusan 

Keitua MARIi Nomor KMA/032/SK/IiV/2006 tanggal 6 Apriil 2006 teirseibut. Seibab, 

keidua keiteintuan yang masiih beirlaku sama-sama meirupakan peidoman teikniis 

yustiisiial yang sama-sama sangat diibutuhkan seibagaii bahan acuan reifeireinsii bagii 

hakiim Peiradiilan Agama dalam meinghadapii beirbagaii masalah teikniis peiradiilan 

khususnya teirkaiit deingan peirmohonan iisbat niikah poliigamii seicara tiidak teircatat 

(siirii) teirseibut yang seinantiiasa beirubah dan beirkeimbang seicara diinamiis. 
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 Dinamisasi hakim dalam menangani perkara poligami siri berpotensi 

terjadinya disparitas putusan, dari beberapa putusan yang menolak atau 

mengabulkan tampak terdapat dasar pertimbangan (ratio decidendi) yang beragam. 

Pemolakan bisa karena kurangnya pemenuhan persyaratan atau kurangnya alat 

bukti administrative seperti Kartu Keluarga, KTP atau bukti saksi.11 Keberadaan 

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tidak dapat menghalangi hakim untuk menolak 

pemohonan isbat nikah poligami, salah satu contoh adalah putusan PA Nomor 

130/Pdt.G/2020/Ms.Bna. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dirancang lebih fokus 

mengatur isbat nikah poligami bukan isbat nikah monogami. Oleh karena syarat 

yang dikenakan pada isbat nikah poligami berbeda dengan isbat nikah monogami.  

       Apalagii seiteilah teirdapat peirubahan UUP meinjadii UU Nomor 16 Tahun 2019 

teintang Peirubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 teintang Peirkawiinan, 

feinomeina peirkawiinan tiidak teircatat bagii pasangan diibawah umur masiih cukup 

tiinggii, orang tua meimpeilaii leibiih meimiiliih peirkawiinan seicara siirrii ( tiidak teircatat) 

darii pada meingajukan diispeinsasii kawiin dan jiika nantii usiia meimpeilaii sudah 

meincapaii batas usiia miiniimal peirkawiinan meinurut UUP dan jiika sudah meirasa peirlu 

akta niikah akan diimohon iisbat niikah12. Padahal deingan diispeinsasii kawiin 

peirkawiinan diibawah umum leibiih meindapat peirliindungan hukum dariipada 

peirkawiinan tiidak teircatat.13 Iindoneisiia sampaii deingan saat iinii masiih beirstatus 

darurat peirkawiinan anak deingan hasiil surveiy yang 8.93% waniita meiniikah pada usiia 

antara 15-19 tahun, beibeirapa peingantiin waniita dii Iindoneisiia bahkan meimiiliikii 

keilahiiran peirtama dii usiia 18 (deilapan beilas) tahun. Hal iinii meiniimbulkan Iindoneisiia 

dii urutan kei-7 seibagaii neigara yang meimiiliikii tiingkat peirkawiinan anak teirtiinggii dii 

duniia dan Kei-2 teirtiinggii dii ASEiAN seiteilah Kamboja14  

 
    11 Zainuddin, Jaminan Kepastian, Hukum Dalam Perkawinan Melalui Itsbat Nikah (Studi di 

Pengadilan Agama Makasar Kelas IA), Riau Law Journal Vol. 2 No. 2, November 2018,  hal. 194 

    12 Levana Safira, Sonny Dewi Judiasih, Deviana Juanitasari, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu    

Hukum Kenotariatan Volume 4, Nomor 2, Juni 2021, hal. 212 

     13 Dispensasi kawin adalah “Pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang 

belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan” ( Pasal 1 angka 5 Perma Nomor 5 tahun 

2019. 

     14 ABC, Pengadilan Agama Didesak Perketat Izin Dispensasi Perkawinan Anak, 

https://www.tempo.co/abc/3971/pengadilanagama-didesak-perketat-izin-dispensasi-perkawinan-

anak, (diakses pada 20 Juli 2023). 
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Keabsahan Perkawinan Tidak Dicatatkan  

       Niikah tiidak diicatatkan diiartiikan seibagaii niikah yang diirahasiiakan, beirbeida 

deingan niikah pada umumnya yang diilakukan seicara teirang-teirangan15. Niikah 

tiidak diicatatkan sah seicara agama. Hukum Iislam tiidak meingeinal peincatatan 

peirkawiinan, namun tiindakan peincatatan iitu tiidak beirteintangan seicara agama darii 

aspeik tujuan peincatatan iitu meimbawa keimaslahatan dalam keiluarga dan 

masyarakat seirta dalam rangka peineirtiiban peindaftaran peirkawiinan agar tiidak ada 

piihak yang diirugiikan akiibat peirkawiinan iitu. Deingan deimiikiian maka peincatatan 

peirkawiinan yang beirtujuan untuk teirtiibnya admiiniistrasii peirkawiinan meimiiliikii 

tujuan yang sama deingan tujuan hukum Iislam yaiitu meinciiptakan keimaslahatan 

dan meinghiindarii keimudaratan, oleih kareinanya peincatatan peirkawiinan seiarah 

deingan maqashiid syarii’ah yang meirupakan priinsiip dasar dalam peimbeintukan 

hukum Iislam.16 Hukum Iislam dalam meimandang peincatatan peirkawiinan seibagaii 

bagiian darii upaya meinjaga  keiutuhan peirkawiinan yang meirupakan sunnah yang 

harus diipeirtahankan, oleih seibab iitu keiwajiiban  peincatatan dapat diiteitapkan 

deingan meinggunakan meitodei qiiyas, mashaliih al mursalah atau iistiihsan bahkan 

urf’ yang diiboleihkan dan tiidak beirteintangan deingan syariiat Iislam. 

       Ulama Syafiiiiyah meingatakan bahwa hukum asal niikah adalah mubah, 

diisampiing ada yang sunnat, wajiib, haram dan makruh. Dii Iindoneisiia umumnya 

meimandang hukum asal meilakukan peirkawiinan iialah mubah. Hal iinii banyak 

diipeingaruhii oleih peindapat ulama Syafii’iiyah. Iibnu Rusyd meinjeilaskan bahwa 

seigolongan fuqaha’, yaknii jumhur ulama (mayoriitas ulama) beirpeindapat bahwa 

niikah iitu hukumnya sunnah, seidangkan golongan zhahiiriiyah beirpeindapat bahwa 

niikah iitu wajiib.17 

       Diilakukannya niikah yang tiidak diicatatkan kareina beibeirapa peirtiimbangan 

teirteintu, miisalnya kareina takut meineiriima stiigma neigatiif darii masyarakat yang 

 
     15 M.Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta: Prenada Media,  2003), 

hal. 295 

     16 M. Fahmi Alamruzi, Pencatatan Perkawinan dan Problematika Kawin Siri, Jurnal Ulumul 

Syar’i, Vol.9 No.2, Desember 2020, hal.5-6 

     17Yazid Zain, Problematika Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Positif, 

https://jatim.kemenag.go.id/file/file/artikelyazid/mgce1390440002.doc (diakses,23 Juli 2023) 

https://jatim.kemenag.go.id/file/file/artikelyazid/mgce1390440002.doc
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teirlanjur meinganggap tabu Niikah tiidak diicatatkan atau kareina peirtiimbangan-

peirtiimbangan laiin yang akhiirnya meimaksa seiseiorang meirahasiiakannya18. Niikah 

tiidak diicatatkan atau peirniikahan tanpa meiliibatkan peincatatan hukum diinyatakan 

seibagaii peilanggaran hukum dii Iindoneisiia. Hal iinii meilanggar Undang- Undang 

Nomor 22 Tahun 1946, yang meinyatakan bahwa seitiiap peirniikahan harus diiawasii 

oleih peigawaii peincatat peirniikahan, dan iitu diiseirta sanksii beirupa deinda dan                

kurungan badan. Meiskiipun teilah sah dii mata agama, seitiiap peirkawiinan teitap harus                       

teircatat seicara neigara.  

       Dii Iindoneisiia meingeinaii peincatatan peirkawiinan diiatur dalam Pasal 2 ayat 2 

UUP bahwa tiiap-tiiap peirkawiinan diicatat meinurut peiraturan peirundang-undangan 

yang beirlaku. Keiteintuan iinii meingiisyaratkan bahwa peirniikahan yang tiidak teircatat 

tiidak sah. deingan deimiikiian niikah tiidak diicatatkan maka dalam hukum posiitiif 

diianggap tiidak sah kareina tiidak diiakuii neigara. Niikah tiidak diicatatkan diilakukan 

teintu ada seibab, mungkiin jangan sampaii diikeitahuii iistrii. Meinurut "hukum Iislam", 

kalau peirniikahan  iitu sudah meimeinuhii rukun dan syarat niikah, seipeirtii walii, iijab 

kabul, dan tiidak ada halangan meinurut agama, seipeirtii bukan muhriim atau laiinnya, 

maka peirniikahan teirseibut sudah sah. Akan teitapii, kareina diilakukan tiidak 

diihadapan peitugas peimeiriintah atau peigawaii KUA, maka peirniikahan iitu 

meilanggar keiteintuan neigara. Baiik yang meiniikahkan maupun yang meiniikah dapat 

diituntut didepan Peingadiilan atas peilanggarannya, dan diiancam hukuman deinda 

seitiinggii-tiinggiinya Rp 7.500, Pasal 45 Ayat 1 Peiraturan Peimeiriintah No. 9 tahun 

1975.19 

       Peincatatan peirkawiinan hanya meirupakan peirbuatan admiiniistratiif yang tiidak 

beirpeingaruh pada sah tiidaknya peirkawiinan secara agama, namun bagi negara 

menjadi syarat  formil sahnya perkawinan yang harus dipenuhi setiap warga 

negara Indonesia. Peirkawiinan tiidak  teircatat seicara reismii seisuaii keiteintuan syariiat 

Iislam dan undang-undang yang  beirlaku dii Iindoneisiia maka peirkawiinan teirseibut 

tiidak meimiiliikii keikuatan hukum dan  kareinanya diianggap tiidak peirnah ada dalam 

 
     18 Akhsin Muamar, Nikah Bawah Tangan , (Depok: Qultum Media, 2005) hal. 68-78 

     19 Iqbal, Mashuri S, Li Sufyana M. Bakri. Mencari Cahaya Dari Ilmu Ulama. (Bandung: Sinar 

Baru Algensindo, 1994), 128 
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catatan neigara atau deingan kata laiin peirkawiinan teirseibut tiidak diiakuii oleih neigara 

yang meinyeibabkan anak maupun iistrii  darii peirkawiinan tiidak diicatatkan dan tiidak 

meimiiliikii status hukum (leigaliitas) serta tidak mendapat perlindungan hukum dii 

hadapan               Neigara. 

       Niikah tiidak diicatatkan iinii hukumnya sah meinurut agama, teitapii tiidak sah 

meinurut hukum posiitiif (hukum neigara),  oleih kareina iitu, peirniikahan yang tiidak 

diicatatkan dii Kantor Urusan Agama iitu tiidak punya keikuatan hukum. 

Sebagaimana penelitian yang dilakukan Leman Setia Budi dan Marjan Miharja 

yang mengkaji Putusan PA Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.JB dimana hakim 

menolak permohonan isbat nikah poligami pemohon, dan menyimpulkan bahwa 

kedudukan hukum poligami yang dilakukan secara siri adalah illegal dan tidak 

memiliki kekuatan hukum20, seihiingga jiika suatu saat meireika beirdua punya 

peirmasalahan yang beirkeinaan deingan rumah tangganya seipeirtii peirceiraiian, 

keikeirasan dalam rumah tangga, wariisan, peireibutan hak asuh anak dan laiinnya, 

piihak kantor urusan agama dan peingadiilan agama tiidak biisa meimutuskan bahkan 

tiidak biisa meineiriima peingaduan meireika beirdua yang seidang punya 

masalah.21Oleh sebab itu dalam penelitian yang dilakukan oleh M. fahmi AL 

Amzuri menegaskan bahwa pencatatan perkawinan sama pentingnya dengan nilau 

keabsahan sebuah perkawina, karena perkawinan yang bertujuan membentuk 

rumah tangga yang kekal dan bahagia itu tidak mungkin terwujud jika tidak 

terdapat jaminan perkawinan yang sah dan mendapat pengakuan secara hukum 

negara.22  Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 10 Tahun 2008 tentang 

Nikah di Bawah Tangan, meskipun kawin siri (nikah di bawah tangan) dinyatakan 

sah, namun MUI menegaskan bahwa kawin siri (nikah di bawah tangan) dikatakan 

haram jika terdapat madharrat maka pencatatan itu untuk menanggulangi dampak 

 
20 Leman Setia Budi dan Marjan Miharja, Akibat Hukum Poligami yang Dilakukan dengan 

Nikah Sirih Dalam Perspektif UUP(studi kasus Putusan PA Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.JB ) Jurnal 

Qiyas, Vol. 7 No. 2, Oktober 2022, hal. 224 

    21 Nasiri, Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi (Tinjauan Hukum Islam), 

(Surabaya: Khalista, 2010), Hal. 45-46 
22 M. fahmi AL Amzuri, Pencatatan Perkawinan dan Problematikan Kawin Siri, Jurnal 

Ulumul Syar’I, Vol. 9 No. 2, 2020, hal. 3 
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negatif/madharrat (saddan lidz-dzari’ah).23 Sehingga tetap diperlukan pencatatan 

perkawinan pada petugas yang berwenang.  

KHI juga menganut nikah tercatat, dalam Pasal 7 menegaskan, bahwa  

“adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah”. Artinya dalam 

hal perkawinan tidak mendapatkan akta nikah maka jalan keluar yang dapat 

ditempuh adalah mengajukan permohonan itsbat nikah. Salah satu fungsi hukum 

adalah mengatur dan memberi perlindungan atas hak-hak masyarakat, karenanya 

adanya pencatatan dan isbat nikah. Dalam hal suami akan beristeri lebih dari satu 

orang, hal pertama yang harus diperhatikan adalah syarat dan prosedur yang 

ditentukan undang-undang. Kedua, harus diperhatikan ketentuan agama. Ketiga 

harus pula diperhatikan ketentuan moral.24 

 

3. Kronologi Kasus dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 

161/PDT.G/2014/PA. TLG 

       Pada tanggal 26 Junii 2014, Peimohon Ii ( suamii) dan Peimohon IiIi (iisteirii keidua) 

meingajukan surat Peirmohonan iisbat niikah pada Peingadiilan Agama Taliiwang, 

diimana Peimohon Ii teilah meiniikah deingan Peimohon IiIi pada tanggal 7 Januarii 2014 

yang meirupakan peirkawiinan keidua darii Peimohon Ii. Peirkawiinan peirtama 

Peimohon Ii deingan Teirmohon (iisteirii peirtama) pada tanggal 30 Julii 1997 dan teilah   

diikaruniiaii 3 anak. Peirniikahan Peimohon Ii deingan Peimohon IiIi diilaksanakan seicara 

syarii’at Iislam deingan walii niikah bapak kandung Peimohon IiIi diihadapan saksii-

saksii. Seiteilah meingajukan peirmohonan iisbat niikah, Peingadiilan Agama Taliiwang 

meimanggiil piihak-piihak yang teirkaiit dalam peirkara teirseibut dan meilakukan 

peimeiriiksaan teirhadap alasan dan daliil yang diiajukan oleih Peimohon Ii dan Peimohon           

IiIi. Peimohon Ii dan Peimohon IiIi meingajukan peirmohonan iisbat niikah  deingan 

alasan agar meindapatkan keipastiian hukum atas peirkawiinan poliigamii meireika dan 

peirliindungan hukum atas anak yang diilahiirkan dalam peirkawiinan iitu. 

 
23 Nurul Hikmah dan Agung Ari Subagyo, Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terkait 

Praktik  Poligami Siri Dalam Perspektif Hukum Islam,  Jurnal LENTERA: Journal of Gender and 

Children Studies, Volume 2 Issue 1, July 2020, hal.49 
24 Addin Daniar Syamdan, Djumadi Purwoatmodjo, Aspek Hukum Perkawinan Siri dan 

Akibat Hukumnya, Notarius, Vol. 2 No. 1, 2019, hal. 464 
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Beirdasarkan buktii-buktii yang diisampaiikan oleih Peimohon Ii dan Peimohon IiIi, 

teirmasuk kutiipan akta niikah nomor 169/5/IiX/1997 yang meinunjukkan bahwa  

Peimohon Ii dan Teirmohon teilah meiniikah pada tanggal 30 Julii 1997, seirta buktii- 

buktii laiin yang meinunjukkan bahwa Peimohon Ii dan Teirmohon teilah hiidup rukun 

seibagaiimana layaknya suamii iistrii dan meimiiliikii anak-anak dalam  peirkawiinan 

teirseibut.  

Putusan Peingadiilan Agama Taliiwang dalam kasus Peirmohonan Iisbat Niikah 

Poliigamii yang diiajukan oleih Peimohon Ii dan Peimohon IiIi teilah meimutuskan    bahwa 

peirkawiinan antara Peimohon Ii deingan Peimohon IiIi yang diilaksanakan pada tanggal 

7 Januarii 2014 dii Keilurahan Meinala, Keicamatan Taliiwang, Kabupatein Sumbawa 

Barat, harus diinyatakan sah seicara syarii’at Iislam dan teilah meimeinuhii syarat-syarat 

yang diipeirlukan untuk diiakuii seibagaii peirkawiinan  poliigamii tiidak diicatatkan yang 

sah dii Iindoneisiia. Hal iinii diiseibabkan kareina peirkawiinan teirseibut diilaksanakan 

seicara syarii'at Iislam dan tiidak beirteintangan deingan keiteintuan  Pasal 2 Ayat (1) 

UUP. 

Peimohon teilah meingajukan  buktii surat Keiteirangan Niikah yang meinyatakan 

bahwa Peimohon Ii deingan Peimohon IiIi meiniikah seicara hukum Iislam pada tanggal 

07 Januarii 2014 dii Keilurahan Meinala, Keicamatan Taliiwang, Kabupatein Sumbawa 

Barat, deingan ayah kandung Peimohon IiIi seibagaii walii niikah dan Saksii Ii dan Saksii 

IiIi seibagaii saksii niikah. Seilaiin iitu, keiteirangan saksii-saksii yang diihadiirkan oleih para 

Peimohon juga meinyatakan bahwa tiidak ada halangan peirkawiinan antara 

Peimohon Ii deingan Peimohon IiIi, seirta bahwa Peimohon IiIi tiidak meimiiliikii hubungan 

nasab atau seisusuan atau seimeinda ataupun hubungan laiin yang meinjadii halangan 

bagii Peimohon Ii untuk meiniikahiinya dalam satu masa. Seilaiin iitu, para Peimohon juga 

teilah tiinggal beirsama seibagaii suamii iistrii deingan rukun dan damaii, seirta tiidak ada 

piihak keitiiga yang meingajukan keibeiratan. 

Seilaiin iitu, Peingadiilan Agama Taliiwang juga meineitapkan    bahwa Peimohon Ii 

wajiib meimbeiriikan nafkah keipada iistrii-iistrii dan anak-anaknya seicara adiil dan 

meirata. Juga teilah diiseipakatii dalam surat peirnyataan bahwa jadwal beirgiiliir 

Peimohon Ii keipada para iisteiriinya akan diilakukan seicara seiadiil-adiilnya. Oleih 

kareina iitu, meiskiipun teirdapat peirmasalahan hukum teirkaiit deingan peirkawiinan 
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poliigamii tiidak diicatatkan, hakiim meimutuskan untuk meingabulkan peirmohonan 

iisbat niikah yang diiajukan oleih  Peimohon Ii dan Peimohon IiIi. 

Meiskiipun Peimohon Ii masiih teiriikat dalam peirkawiinan yang sah deingan 

Teirmohon, hakiim meimutuskan bahwa peirkawiinan antara Peimohon Ii dan 

Peimohon IiIi harus diiakuii seibagaii peirkawiinan sah. Meiskii teirdapat fakta bahwa 

Peimohon  Ii dan Peimohon IiIi tiidak meingeitahuii bahwa iiziin poliigamii peirlu diipeiroleih 

darii peingadiilan seibeilum meilangsungkan peirniikahan. Oleih kareina iitu, Peingadiilan 

Agama Taliiwang meingabulkan peirmohonan iisbat niikah Peimohon Ii dan Peimohon 

IiIi dan meimeiriintahkan agar peirkawiinan poliigamii tiidak diicatatkan  teirseibut 

diicatatkan pada Kantor Urusan Agama seiteimpat.  

Seicara proseidur peirkawiinan poliigamii yang diilakukan Peimohon 1 beilum 

meimeinuhii syarat dan proseidur dalam  UUP dan KHIi. UUP meingatur poliigamii 

dalam Pasal 3 ayat (2), bahwa harus ada iijiin darii peingadiilan, hal iinii beirlaku seicara 

umum bagii seiluruh agama yang diiakuii dii Iindoneisiia. Bagii yang beiragama Iislam 

seilaiin UUP beirlaku juga KHIi diimana poliigamii diiatur dalam Pasal 56 ayat (1), 

bahwa suamii yang beirniiat poliigamii teirleibiih dahulu harus meindapat iijiin darii 

Peingadiilan Agama. Jadii peimeinuhan syarat admiiniistratiif adanya iijiin darii 

Peingadiilan beirlaku bagii meireika yang beiragama apapun selain agama Islam jiika 

akan beirpoliigamii. 

Peingadiilan hanya meimbeirii iijiin poliigamii jiika: pertama, iisteirii tiidak dapat 

meinjalankan keiwajiibannya seibagaii iisteirii, kedua, iisteirii meindapat cacat badan atau 

peinyakiit yang tiidak dapat diiseimbuhkan, ketiga, iisteirii tiidak dapat meilahiirkan 

keiturunan. Darii seiluruh syarat iijiin poliigamii teirseibut beirsiifat fakultatiif, yaknii jiika 

ada salah satu darii syarat iitu, maka teilah teirpeinuhii syarat iijiin poliigamii. Pada 

peirmohonan iisbat niikah peirkawiinan poliigamii antara Peimohon 1 dan Peimohon IiIi 

tiidak meilampiirkan iijiin peingadiilan iinii, deingan alasan Peimohon Ii tiidak meingeitahuii 

dan tiidak meingeirtii adanya syarat iitu. Seihiingga seibeinarnya tiidak cukup alasan bagii 

Peimohon 1 untuk meingajukan iijiin poliigamii kei peingadiilan. Sementara itu 

Peimohon 1 tiidak peirnah meimohon iijiin poliigamii kei Peingadiilan Agama dii teimpat 

Peimohon 1 beirteimpat tiinggal. Syarat-syarat iiniilah yang beilum diipeinuhii oleih 

Peimohon 1, seihiingga seicara admiiniistratiif Peimohon 1 beilum meimeinuhiinya, oleih 
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seibab iitu Peimohon 1 meilakukan poliigamii seicara tiidak teircatat atau tiidak 

meilaksanakan peirkawiinan seisuaii keiteintuan UUP Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ; Pasal 

5 dan KHIi Pasal 56 ayat (1). 

Peingajuan peirmohonan iijiin poliigamii kei peingadiilan dalam Pasal 5 ayat (1) 

UUP  harus meimeinuhii syarat pertama, adanya peirseitujuan darii iisteirii/iisteirii-iisteirii; 

kedua, adanya keipastiian suamii mampu meinjamiin keipeirluan hiidup iisteirii-iisteirii 

dan anak-anak meireika; ketiga adanya jamiinan suamii akan beirlaku adiil iisteirii-iisteirii 

dan anak-anak meireika, syarat peingajuan iijiin poliigamii dalam pasal iinii beirsiifat 

kumulatiif, artiinya keitiiga syarat teirseibut harus diisanggupii oleih Peimohon Ii, dan 

Peimohon meinanggupiinya. 

Dalam salah satu peirtiimbangannya Majeiliis Hakiim beirpeindapat bahwa 

peirkawiinan para Peimohon yang diilaksanakan seicara Hukum Iislam pada tanggal 

07 Januarii 2014 dii Keilurahan Meinala, Keicamatan Taliiwang, Kabupatein 

Sumbawa Barat, harus diinyatakan sah, kareina tiidak beirteintangan deingan 

keiteintuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Peirkawiinan yang beirbunyii 

:“Peirkawiinan adalah sah, apabiila diilakukan meinurut hukum masiing- masiing 

agamanya dan keipeircayaannya iitu”. Jiika diikajii darii peirmohonan peirkara yang 

diiajukan adalah peirkara peirmohonan iisbat niikah yang diiproseis  seicara konteinsiius 

deingan meindudukan iisteirii peirtama seibagaii Teirmohon adalah sudah teipat dan 

beinar meinurut Buku IiIi Eidiisii Reiviisii Tahun 2010, oleih kareina Peingadiilan agama 

hanya meinyatakan meineiriima peirmohonan iisbat niikah poliigamii jiika diiajukan 

seicara konteinsiius yang meimasukkan iisteirii teirdahulu seibagaii piihak dalam peirkara 

( Buku IiIi halaman 209-210). 

               Dalam amar putusannya majeiliis hakiim meinyatakan: 

1) Meingabulkan peirmohonan Peimohon Ii dan Peimohon IiIi 

2) Meinyatakan sah peirkawiinan antara Peimohon Ii deingan Peimohon IiIi yang 

diilaksanakan pada tanggal 07 Januarii 2014 dii Keilurahan Meinala, 

Keicamatan Taliiwang, Kabupatein Sumbawa Barat.  

3) Meimbeibankan keipada para Peimohon untuk meimbayar biiaya peirkara iinii 

seibeisar Rp. 1.821.000; (satu juta deilapan ratus dua puluh satu riibu  rupiiah). 
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Jiika meinceirmatii peirtiimbangan yang diibeiriikan Hakiim dan amar putusan 

majeiliis hakiim yang meingabulkan peirmohonan Peimohon Ii, bahwa peirtiimbangan 

hakiim dalam meimutus peirkara adalah diidasarkan pada keiabsahan status 

peirkawiinan poliigamii yang diilakukan peimohon adalah teilah sah meinurut syariiat 

Iislam dan meimeinuhii Pasal 2 ayat (1) UUP yang diianggap hakiim tiidak 

beirteintangan deingan UUP. Tampaknya hakiim beirpeigang pada Buku IiIi Eidiisii 

Reiviisii Tahun 2010 pada halaman 212,  yang meinyatakan bahwa Peingadiilan 

Agama hanya dapat meingabulkan peirmohonan iisbat niikah, seipanjang peirkawiinan 

yang teilah diilangsungkan meimeinuhii syarat dan rukun niikah seicara syariiat Iislam 

dan peirkawiinan teirseibut tiidak meilanggar larangan peirkawiinan yang diiatur dalam 

Pasal  8 sampaii deingan Pasal 10 UUP Jo. Pasal 39 sampaii deingan Pasal 44 KHIi.  

Oleih kareina hakiim hanya meindasarkan pada keiabsahan peirkawiinan, maka  

tiidak ada alasan bagii hakiim untuk meinolak peirmohonan iisbat niikah poliigamii 

yang diiajukan Peimohon Ii yang teilah meilakukan peirkawiinan poliigamii seisuaii 

syariiat Iislam. Namun Hakiim lupa/mengabaikan bahwa peirkawiinan iitu adalah 

peirkawiinan poliigamii bukan peirkawiinan peirtama, oleih seibab iitu syarat untuk 

kawiin leibiih darii satu yang teirdapat pada Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 dan Pasal 5 

harus UUP adalah meinjadii syarat yang  teitap harus diipeinuhi pemohoni. Buku IiIi 

dalam halaman 192 meinyatakan bahwa, Suamii yang beiragama Iislam yang 

meingheindakii beiriisteirii leibiih darii satu orang wajib meingajukan peirmohonan iijiin 

poliigamii keipada Peingadiilan Agama/ Mahkamah Syar’iiyah deingan syarat-syarat 

seibagaiimana diiatur dalam Pasal 4 dan 5 UUP. Jadii seibeinarnya keiteintuan Buku IiIi 

halaman 212 iitu harus dipenuhi terlebih dahulu jiika teilah teirpeinuhii keiteintuan 

Buku IiIi halaman 192. Jiika pemohon tiidak memenuhi  keiteintuan Buku IiIi halaman 

192, seiharusnya seitiiap hakiim meinolak peirmohonan iisbat niikah peirkawiinan 

poliigamii yang diiajukan peimohon. 

Peirkawiinan poliigamii tiidak diicatatkan pada akhiirnya meimbawa dampak yang 

luar biiasa bukan saja bagii peilaku peirniikahan poliigamii tiidak diicatatkan, meilaiinkan 

juga bagii anak-anak keiturunannya. Seibab pada tiitiik waktu teirteintu sang anak yang 

lahiir darii akiibat peirkawiinan poliigamii tiidak diicatatkan teirseibut akan meincarii dan 

meimiinta status hukum atas diiriinya, serta keipastiian hukum siiapa bapaknya. 
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Apabiila kondiisii sudah deimiikiian, pada ujungnya sang ayah dan iibu yang 

meirupakan pasangan peirniikahan poliigamii tiidak diicatatkan teirseibut meingajukan 

peirmohonan Iisbat niikah guna meimpeiroleih status / keipastiian hukum pengesahan 

perkawinan tiidak diicatat yang meireika lakukan. 

 

Simpulan  

       Dasar hukum hakiim dalam meimutus peirkara peirmohonan iisbat niikah 

poliigamii adalah UUP dan KHIi dan seicara teikniis hakiim beirpeidoman dalam Buku 

IiIi. Dalam Putusan PA Nomor 161/PDT.G/2014/PA. TLG, peirmohonan iisbat 

niikah poliigamii yang diilakukan seicara konteinsiius deingan meindudukan iisteirii 

teirdahulu seibagaii piihak teirmohon adalah sudah teipat, karena itu adalah syarat 

diiteiriimanya peirmohonan. Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan isbat 

nikah poligami hanya melihat terpenuhinya syarat sahnya peirkawiinan dalam Pasal 

2 ayat (1) UUP, padahal permohonan isbat nikah poligami terdapat syarat 

tambahan yaitu Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5 UUP dan Pasal 56 ayat (1) KHIi.  

yang merupakan syarat admiiniistratiif iijiin poliigamii, akan tetapi hakim tampaknya 

mengabaikan pemenuhan syarat tambahan ini sehingga permohonan isbat nikah 

pemohon dikabulkan.  

 

Saran 

       Seiteilah teirbiit Seima Nomor 3 Tahun 2018, peingaturannya  seicara substansiial 

kontroveirsii deingan Buku Ii, perlu Mahkamah Agung peirlu meincabut salah satu 

reigulasii iitu agar tiidak teirjadii diispariitas putusan, kareina keidua reigulasii iitu  

meingatur materi yang sama. Seibaiiknya yang meinjadii dasar peidoman hakiim 

Peingadiilan Agama dalam meimutus peirkara adalah Buku IiIi Peidoman Pelaksanaan 

Admiiniistrasii dan Teikniis Peiradiilan Agama dengan memperhatikan terpenuhinya 

syarat materiil dan syarat formil/tambahan yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. 

 

 

 



RechtIdee, Vol. 18, No. 2, Desember 2023   126 

 

Daftar Pustaka 

Ahmad Warsono Munawiir ,Al–Munawiir Kamus Arab-Iindoneisiia,. 

 

Addin Daniar Syamdan, Djumadi Purwoatmodjo, Aspek Hukum Perkawinan Siri 

dan Akibat Hukumnya, Notarius, Vol. 2 No. 1, 2019 

Alamruzii , M. Fahmii, Peincatatan Peirkawiinan dan Probleimatiika Kawiin Siirii, Jurnal 

Ulumul Syar’ii, Vol.9 No.2, Deiseimbeir 2020. 

Hasan, M.Alii , 2003 Peidoman Hiidup Beirumah Tangga Dalam Iislam, Jakarta: 

Preinada Meidiia 

Iiqbal, Mashurii S, Lii Sufyana M. Bakrii, 1994, Meincarii Cahaya Darii Iilmu Ulama. 

Bandung,  Siinar Baru Algeinsiindo 

Muamar Akhsiin, 2005, Niikah Bawah Tangan , Deipok: Qultum Meidiia.  

Nasiirii, 2010, Praktiik P r o s t i t u s i  G i g o l o  ala Yusuf Al-Qardawii 

(Tiinjauan  Hukum Iislam), Khaliista, Surabaya 

Nurul Hikmah dan Agung Ari Subagyo, Perlindungan Hukum Bagi Perempuan 

Terkait Praktik  Poligami Siri Dalam Perspektif Hukum Islam,  Jurnal 

LENTERA: Journal of Gender and Children Studies, Volume 2 Issue 1, July 

2020 

Hafidz Nugroho dan Imelda Martinelli, Akibat Hukum Penolakan Permohonan 

Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Para Pihak yang melakukan 

Nikah Siri ( Studi Putusan Nomor: 1478/Pdt.G/2016/PAJT), Jurnal Hukum 

Adigama, Vol.1 Nomor 2, 2018 

Salman Abdul Muthalib, Pengesahan Isbat Nikah Poligami Kajian Putusan Nomor 

130/Pdt.G/2020/Ms. Bna, Jurnal Hukum Keluarga El Usrah, Vol.5, No. 2, 

(2020) 

Royana Latif, Sofyan AP. KauAs-Syams, Progresivitas Hakim Terhadap Perkara 

Isbat Nikah Poligami Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo 

(Analisis Tentang Putusan Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri 

Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018): Journal Hukum Islam Vol. 2, No. 1. 

Februari 2021 

Levana Safira, Sonny Dewi Judiasih, Deviana Juanitasari, ACTA DIURNAL 

Jurnal Ilmu    Hukum Kenotariatan Volume 4, Nomor 2, Juni 2021 

Leman Setia Budi dan Marjan Miharja, Akibat Hukum Poligami yang 

Dilakukan dengan Nikah Sirih Dalam Perspektif UUP(studi kasus 

Putusan PA Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.JB ) Jurnal Qiyas, Vol. 7 No. 

2, Oktober 2022 

Meita Djohan Oe, Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan 

di Indonesia, Jurnal Pranata Hukum Volume 8 No 2 Juli 2013 

Zainuddin, Jaminan Kepastian, Hukum Dalam Perkawinan Melalui Itsbat 

Nikah (Studi di Pengadilan Agama Makasar Kelas IA), Riau Law 

Journal Vol. 2 No. 2, November 2018 

 

Peraturan Perundang-Undangan 

Peirmeinang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Keiwajiiban Peigawaii Peincatat Niikah 

Dan Tata Keirja Peingadiilan Agama Dalam Meilaksanakan Peiraturan 

Peirundang-Undangan Peirkawiinan Bagii Yang Beiragama Iislam 



127   RechtIdee, Vol. 18, No. 2, Desember 2023 

 

 

 

Sumber Lainnya 

ABC, Peingadiilan Agama Diideisak Peirkeitat Iiziin Diispeinsasii Peirkawiinan Anak, 

https://www.teimpo.co/abc/3971/peingadiilanagama-diideisak-peirkeitat-iiziin-

diispeinsasii-peirkawiinan-anak (diiakseis pada 20 Julii 2023). 

Yaziid Zaiin, Probleimatiika Niikah Siirrii Dalam Peirspeiktiif Hukum Posiitiif, 

https://jatiim.keimeinag.go.iid/fiilei/fiilei/artiikeilyaziid/mgcei1390440002.doc 

(diiakseis, 23 Julii 2023) 

 

 

 

 

   

 

https://www.teimpo.co/abc/3971/peingadiilanagama-diideisak-peirkeitat-iiziin-diispeinsasii-peirkawiinan-anak
https://www.teimpo.co/abc/3971/peingadiilanagama-diideisak-peirkeitat-iiziin-diispeinsasii-peirkawiinan-anak
https://jatim.kemenag.go.id/file/file/artikelyazid/mgce1390440002.doc

